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ABSTRAC: The dispute is a social phenomenon that is universal, and 
became an integral and essential part in public life. Therefore, conflict 
might not to be seen as the pathological symptoms, as a result of 
abnormal behavior, or an indication of chaos in the dynamics of 
community life. The situation leads every community that has their own 
capacity to create norms and its own mechanisms in resolving disputes 
that arise in social life of the community. In other words, from the 
perspective of legal anthropology, disputes are not always significantly 
negative in public life, because it usually has a positive significance that 
can strengthen integration and cohesion of social relations in the society, 
or in other words, could restore the balance of relationships and social life.  
Kata Kunci: Negosiasi, Mediasi, arbitrasi 
 
PENDAHULUAN  
Studi-studi mengenai sengketa (conflict) dan budaya penyelesaian 
sengketa (conflict dalam masyarakat sederhana (tribal society) maupun 
masyarakat modern (civilized society), sengketa antar individu dalam suatu 
kelompok (intra-group conflict) atau antar kelompok (inter-group conflict) 
telah banyak dilakukan oleh para pakar ilmu sosial dengan menggunakan 
pendekatan antropologi hukum (Gluckman, 1956; Nader & Todd, 1978; 
Hoebel, 1968; Moore, 1978; Pospisil, 1971; Bohanan, 1967; Spradley, 1987; 
Scott, 1993; Lev, 1972; Peluso, 1992).  
Konklusi dan studi-studi tersebut secara umum menyatakan bahwa 
sengketa merupakan fenomena sosial yang bersifat semesta (universal) dan 
melekat (inherent) dalam kehidupan masyarakat, dalam pergaulan sosial 
antar individu maupun antara individu dengan kelompok, sehingga tidak 
mungkin suatu masyarakat kalis atau dapat menghindari konflik dalam 
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dinamika kehidupan sosial. Yang dapat dilakukan adalah bagaimana konfl ik 
tersebut harus dikelola (managed), dikendalikan (controlled), dan 
diselesaikan (settled) secara bersama dengan bijak dan damai, agar tidak 
berkembang menjadi kekerasan, anarkhi, atau destruktif, menimbulkan 
disintegrasi atau mengancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam 
kehidupan masyarakat (Coser, 1968; Nader, 1978).  
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena sengketa dan 
budaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang bercorak 
multikultural dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum (legal 
anthropology). Uraian berikut ini dimulai dengan memberi pemahaman 
mengenal makna sengketa dalam masyarakat, sumber sengketa, dan 
modelmodel penyelesaian sengketa dalam dinamika kehidupan masyarakat 
serta institusi-institusi yang dikenal dan digunakan masyarakat untuk 
menyelesaian sengketa dalam kehidupan bersama. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Fungsi Dan Makna Sengketa Dalam Perspektif Antropologi  
Sengketa merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat universal, 
dan menjadi bagian yang integral serta esensial dalam kehidupan 
masyarakat. Karena itu, konflik tidak perlu dilihat sebagai gejala patologis 
yang bersumber dari tingkah-laku abnormal, atau indikasi dari suatu 
kekacauan dalam dinamika kehidupan masyarakat, karena setiap komunitas 
masyarakat mempunyai kapasitas untuk menciptakan norma-norma dan 
mekanisme-mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan sengketa yang 
muncul dalam pergaulan sosial warga masyarakat (Nader, 1968; Coser, 
1968; Roberts, 1979, Moore, 1978).  
Dari perspektif antropologi hukum, fenomena sengketa mempunyai 
makna ganda, yaitu : di satu sisi sengketa mempunyai makna negatif -- 
MENGENALI SENGKETA DAN BUDAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM 
MASYARAKAT MULTIKULTURAL : PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM 
101 
 
Agustinus Sahetapi 
menimbulkan perpecahan atau disintegrasi suatu kehidupan sosial, 
melemahkan kohesi sosial, atau menimbulkan kerusakan suatu sistem 
hubungan sosial dalam masyarakat. Tetapi, di sisi lain sengketa juga 
memiliki makna positif dalam mempertahankan integrasi sosial, 
memperkokoh ikatan sosial, dan memberi kontribusi untuk mengembalikan 
keseimbangan hubungan sosial antar individu atau kelompok dalam 
masyarakat. Yang disebutkan terakhir akan dapat terwujud apabila pihak-
pihak yang bersengketa secara bersama-sama dapat mengelola, 
mengendalikan, dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi secara 
dewasa, bijak, dan damai, dengan atau tanpa mengundang kehadiran pihak 
ketiga (Gluckman, 1956).  
Dengan kata lain, dari perspektif antropologi hukum dikatakan 
sengketa tidak selalu bermakna negatif dalam kehidupan masyarakat, 
karena sengketa juga mempunyai makna positif yang dapat memperkokoh 
integrasi dan kohesi hubungan sosial dalam masyarakat, atau 
mengembalikan keseimbangan hubungan dan sendi-sendi kehidupan 
sosial. Jadi, sesungguhnya sengketa yang terjadi dalam masyarakat 
mengandung arti yang konstruktif dan bersifat integratif, karena sengketa 
juga mempunyai kekuatan tersendiri untuk membentuk, mengembangkan, 
menertibkan ulang suatu relasi sosial, interaksi, atau tatanan kehidupan 
yang sudah ada dalam masyarakat (Roberts, 1978). Secara umum 
dikatakan bahwa terjadinya sengketa dalam masyarakat bersumber dari 
persoalan-persoalan seperti berikut: 1. Penguasaan, pemanfaatan dan 
distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia 
(natural resource control and distribution); 2. Ekspansi batas wilayah 
kehidupan suatu kelompok masyarakat (teritoriality expantion); 3.  Kegiatan 
ekonomi masyarakat (economic activities); dan 4. Kepadatan penduduk 
(density of population). 5. Hukum dan kebijakan pemerintah 6.  Politik 7.  
Kemiskinan  
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Dari perspektif antropologi hukum, sengketa yang terjadi dalam 
masyarakat paling tidak dapat dikategorisasi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu 
(a) Konflik kepentingan (conflict of interests); (b) Konflik nilai-nilai (conflict of 
values); dan (c) Konflik normanorma (conflict of norms).  
Dalam hubungan ini, Nader dan Todd (1978) menyatakan bahwa 
pada dasarnya sengketa yang terjadi dalam masyarakat melalui tahapan-
tahapan (stages of conflict) seperti berikut : 1. Pada tahap pertama, 
sengketa berawal dari munculnya keluhan-keluhan (grievance) dari salah 
satu pihak terhadap pihak yang lain (individu atau kelompok), karena pihak 
yang mengeluh merasa hakhaknya dilanggar, diperlakukan secara tidak 
wajar, kasar, dipersilahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, 
dilukai hatinya, dll. Kondisi awal seperti ini disebut sebagai tahapan pra-
konflik (pro-conflict stage) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi 
yang bersifat monadik (monadic). 2. Pada tahap kedua, apabila kemudian 
pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan 
atas munculnya keluhan-keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini 
meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (conflict stage), sehingga 
konfrontasi antar pihak-pihak berlangsung secara diadik (diadic). 3. Pada 
tahap ketiga, apabila kemudian konflik antar pihak-pihak tersebut 
ditunjukkan dan bawa ke arena publik (masyarakat), dan kemudian diproses 
menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa tertentu 
dengan melibatkan pihak ketiga, maka situasinya telah meningkat menjadi 
sengketa (dispute stage), dan sifat konfrontasi antar pihak-pihak yang 
berselisih menjadi triadik (triadic). 
 
BUDAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT 
MULTIKULTURAL  
Setiap bentuk masyarakat di mana pun dan kapan pun pada 
dasarnya mempunyai kemampuan untuk menciptakan normanorma dan 
mekanisme-mekanisme serta membangun institusi-institusi tertentu untuk 
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menyelesaikan setiap sengketa yang muncul dalam masyarakat (Moore, 
1978). Masyarakat memberi makna sengketa sebagai bagian dari dinamika 
kehidupan sosial, dan makna sengketa yang diberikan masyarakat juga 
sangat tergantung pada nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang 
dianut, serta bentuk-bentuk institusi sosial yang dibangun untuk 
menyelesaikan sengketa (Roberts, 1978).  
Sistem nilai, norma, politik, ekonomi, dan keyakinan sangat 
mempengaruhi pilihan bentuk institusi dan model-model penyelesaian 
sengketa dalam masyarakat. Institusi penyelesaian sengketa yang dikenal 
dalam masyarakat paling tidak ada 2 (dua) macam, yaitu: 1. Institusi 
penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional, yang bersumber dari 
sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (folk 
institutions); 2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dan sistem 
politik dan hukum negara (state institutions).  
Dalam kondisi masyarakat yang masih sederhana dan subsisten, di 
mana relasi antar individu, hubungan kekerabatan dan kelompok masih 
kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa diarahkan 
kepada institusi-institusi penyelesaian sengketa yang bersifat kerakyatan 
(folk institutions), karena institusi penyelesaian sengketa yang bersifat 
tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan sosial (social 
order) dan dimaksudkan untuk pengembalian keseimbangan magis dalam 
masyarakat. Karena itu, makna penyelesaian sengketa melalui institusi 
tradisional dengan mengacu pada hukum rakyat (folk law) lebih ditujukan 
untuk mengembalikan hubungan sosial yang terganggu dan lebih dari itu 
mengembalikan keseimbangan magis dalam masyarakat (win-win solution).  
Sedangkan, sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang kompleks 
dan modern, di mana relasi sosial lebih bersifat individualistik, berorientasi 
pada perekonomian pasar, cenderung diselesaikan melalui institusi 
penyelesaian sengketa yang formal dengan mengacu pada hukum negara 
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(state institution) yang bercirikan legalistik. Institusi peyelesaian sengketa 
yang mengacu pada hukum negara dikenal sebagai pengadilan (court 
institution), yang digerakkan oleh hakim-hakim pengadilan (judges), dengan 
menerima, memeriksa dan memutuskan suatu sengketa untuk menyatakan 
pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah dalam sengketa tersebut 
(win-lose solution) (F. von BendaBeckmann, 1986).  
Sedangkan, model-model penyelesaian sengketa yang dikenal dalam 
masyarakat sederhana maupun kompleks (modern) pada pokoknya adalah: 
1. Negosiasi, melalui proses kompromi antara pihak-pihak yang 
bersengketa, tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. 2. Mediasi, melalui 
kesepakatan antara pihak-pihak untuk melibatkan pihak ketiga (mediator) 
dalam penyelesaian sengketa, walau hanya berfungsi sebatas perantara 
(go-between) yang bersifat pasif, karena inisiatif untuk mengambil 
keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketanya tetap didasarkan pada 
kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. 3. Arbitrasi, melalui 
kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator sebagai 
wasit yang memberi keputusan dan keputusan tersebut harus ditaati dan 
dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. 4. Ajudikasi, sebagai 
model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang 
keputusannya mengikat pihak-pihak yang bersengketa (Roberts, 1978).  
Namun demikian, selain model-model penyelesaian sengketa seperti 
di atas, dalam masyarakat dikenal juga model-model penyelesaian sengketa 
seperti : 1. Tindakan kekerasan (coersion), sebagai aksi yang bersifat 
unilateral dengan mengandalkan kekuatan fisik dan kekerasan, seperti 
melakukan tindakan hukum sendiri (self-hell) atau dalam bentuk perang 
antar suku (warfare). 2. Tindakan membiarkan saja (lumping it), yang 
dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak menanggapi keluhan, 
gugatan, tuntutan pihak yang lain, atau mengabaikan sengketa yang teadi 
dengan pihak yang lain. 3. Tindakan penghindaran (avoidance), yang 
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dilakukan salah satu pihak dengan menghindari sengketa dengan pihak lain, 
karena sejak awa! sengketa yang bersangkutan merasa secara sosial, 
ekonomi, politik, dan psikologis merasa sudah tidak berdaya untuk 
menghadapi pihak yang lain. Dengan demikian, tindakan menghindari 
sengketa dipandang paling aman dan menguntungkan tidak saja bagi diri 
sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan kerabat, dalam rangka menjaga 
hubungan sosial yang bersifat jangka panjang (Nader & Todd, 1978). 
 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Model-model penyelesaian sengketa di atas sangat dipengaruhi oleh 
sistem nilai, keyakinan, norma, persepsi, dan sikap-sikap masyarakat dalam 
memaknai sengketa, dan dimensi-dimensi ini dalam perspektif antropologi 
hukum dikenal sebagai budaya hukum (legal culture) masyarakat dalam 
penyelesaian sengketa (Warasih, 1981). Pertanyaan yang muncul 
kemudian, bagaimanakah budaya hukum penyelesaian sengketa yang 
dianut masyarakat Indonesia? Dalam hubungan ini, Lev (1972) pernah 
melakukan penelitian mengenai budaya hukum penyelesaian sengketa 
dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di daerah pedesaan 
Jawa dan Bali. Temuan penelitian tersebut pada pokoknya menyatakan 
seperti berikut: 1. Dalam kehidupan sosial sebagian besar masyarakat 
Indonesia cenderung untuk menghindari terjadinya sengketa dengan siapa 
pun, karena nilai-nilai pergaulan sosial yang dianut Iebih bersifat personal, 
komunal, mengutamakan solidaritas, dan bernuansa magis. Karena itu, 
apabila terjadi sengketa maka cenderung diselesaikan melalui prosedur 
kompromi, konsiliasi, mengutamakan pendekatan personal dan 
kekerabatan. 
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Sengketa antar individu sedapat mungkin dihindari, dan kalau pun 
harus terjadi maka sengketa cenderung ditutupi dengan gaya hubungan 
sosial yang halus, untuk memperoleh penyelesaian yang tidak sampai 
merusak hubungan dan pergaulan sosial, apalagi menjatuhkan martabat 
atau merendahkan derajat pihak yang diajak bersengketa. 3. Fokus 
penyelesaian sengketa bukan pada penerapan peraturan hukum yang 
digunakan, tetapi Iebih pada upaya pelenyapan sengketa yang menjadi 
sumber ketegangan sosial. 4. Makna penyelesaian sengketa pada 
persoalan kalah-menang (win-lose solution), tetapi menjadi kewajiban bagi 
pihak-pihak untuk menghentikan sengketa dan meniadakan ketegangan 
sosial yang telah terjadi. Karena itu, yang diutamakan bukan penyelesaian 
substansi sengketanya, tetapi Iebih pada prosedur penyelesaian 
sengketanya. 5. Pihak-pihak yang bersengketa Iebih melihat pihak ketiga 
(petugas hukum) yang dilibatkan untuk menyelesaikan sengketanya dan 
pada peraturanperaturan hukum yang mengatur penyelesaian sengketanya. 
Karena itu, petugas hukum ditaati masyarakat bukan karena alasan yang 
berkaitan dengan masalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 
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